KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   152 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS

PENDAPATAN DAERAH KBUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 45 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul perlu menetapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat :      1.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta;(Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perimbangan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 (Berita Nrgara RI tanggal 14 agustus 1950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  27 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2000);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  28 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 15 Tahun 2000);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  45 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 32 Tahun 2000);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4. Dinas Pendapatan Daerah adalah dinas Pendapatan Daerah kabupaten Bantul;

5. Kepala Dinas  adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar;

7. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah yang meliputi Bagian, sub Bagian,Sub Dinas, Seksi, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 2

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberi pelayanan administrative, mengurus dan melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;

b. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;

c. Penyelenggaraan urusn keuangan;

d. Penyelenggaraan perlengkapan dan rumah tangga;

e. Penyelenggaraan tatalaksana administrasi;

f. Penyusunana laporan.

Pasal 4
Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Kepegawaian;

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. Melaksanakan kearsipan dn surat-menyurat;

b. Melaksanakan pengetikan dan penggandaan;

c. Melaksanakan kepustakaan kerja dan dokumentasi;

d. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor seperti mempersiapkan keperluan rapat, penerimaan tamu, penerimaan telphon, kebersihan dan keamanan kantor;

e. Mempersiapkan perjalanan dinas;

f. Mengusahakan dan mengurus segala keperluan peralatan kantor, alat tulis, dan alat perlengkapan lainnya;

g. Mengatur penggunaan, pemeliharaan dan perbaiakn barang-barang inventaris kantor;

h. Mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan kendaraan dinas;

i. Mempersiapkan dan merumuskan keperluan perlengkapan kantor;

j. Mempersiapkan dan merumuskan rencana penghapusan perlengkapan kantor;

k. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan barang inventaris;

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata usaha sesuai bidang tugasnya;

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. Mengurus lembur pegawai;

b. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendapatan Daerah;

c. Menyusun pertanggungjawaban dan laporan keuangan;

d. Mempersiapkan dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan;

e. Melaksanakan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata usaha sesuai bidang tugasnya; 

(3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Menyusun dan memelihara daftar urutan kepegawaian serta membuat daftar presensi pegawai;

b. Mempersiapkan usul pengangkatan calon pegawai/Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kenaiakan pangkat, kenaikan gaji berkala, penempatan dalam jabatan, pemindahan, cuti bebas tugas/pensiun, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), dokumen disiplin dan pemberian tanda jasa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian;

c. Mempersiapkan dan mengurus latihan pegawai, kursus-kursus, tugas belajar, pendidikan dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan pegawai;

d. Menyusun laporan kepegawaian;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata usaha sesuai bidang tugasnya;

Bagian Kedua

Sub Dinas Bina Program

Pasal 6

Sub Dinas Bina Program mempunyai  tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan pengembangan serta pengendlian operasional dalam rangka penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan dan penyusunan laporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :

a. Penyusunan dan penyelenggaraan program pengembangan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan ;

b. Penyelenggaraan pengendalian dan pembinaan teknis operasional , bimbingan dan petunjuk kepada semuaunit kerja daerah yang melaksanakan pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan;

c. penyusunan laporan kegiatan dinas pendapatan daerah;

d. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi dan dinas daerah lainnya;

Pasal 8

Sub Dinas Bina Program  terdiri dari :

a. Seksi Perumusan Program dan Pengembangan;

b. Seksi pengendalian;

c. Seksi sekali;

Pasal  9

(1) Seksi Perumusan Program dan Pengembangan mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana program dan pengembangan pendatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah , retribusi daerah pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan;

b. Menyusun rencana program dab progran intensifikasi pungutan pendapatan asli daerah dan pendapatan pajak bumi dan bangunan;

c. Melakukan pembinaan pelaksanaan kata kerja dan hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana perpjakan daerah, retribusi daerah pendapatab daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program;

e. Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas :

(2) Seksi Pengendalian mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan daan mengolah data semua sumber pendapatan daerah dan pendapatan bumi dan bangunan;

b. Mempersiapkan naskah rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah tentang pajak daerah dan , retribusi daerah ,pemdapatan daerah lainnya serta naskah-naskah kerjasama dan kontrak kerja dengan pihak lain;

c. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan dinas daerah lainnya guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan pajak bumi dan bangunan;

d. Menyusun laporan kegiatan dinas pendapatan daerah secara periodic;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program;

Bagian Ketiga
Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Pasal 10

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas :

a. melaksanakan pendaftaran, pendataan dan penetapan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah serta pendftaran, pendataan dan penetapan obyek pajak daerah, obyek retribusi daerah, membantu melakukan pendataan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak serta pemberian perijinan bidang pungutan pendapatan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terutang serta menghitung beasrnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah serta menatausahakan jumlah ketetapan pajak bumi dan bangunan yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang dan daftar himpunan pokok dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (DHPP PBB);

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

a. Mendaftar wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data obyek data subyek pajak dan retribusi daerah melalui formulir surat pemberitahuan (SPT) serta pemeriksan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dan instansi lain;

b. Penyusunan daftar induk wajib pajak retribusi daerah, menghimpun surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;

c. Penyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) pajak bumi dan bangunan yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak kepada para wajib pajak serta menerima kembali isian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) tersebut dari wajib pajak;

d. Penyelenggaraan perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah;

e. Penyelenggaraan perhitungan jumlah anggaran pungutan /pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang disetujui;

f. Penyelenggaraan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;

g. Penyelenggraan penetapan SPPT PBB beserta DHPP PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak serta mendistribusikan kepada wajib pajak, wajib retribusi kepada unit lain yang terkait.

Pasal 12

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

a. Seksi Pengumpulan data;

b. Seksi Penetapan;

Pasal 13

(1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas :

a. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang belum diisi oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah;

b. Menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah;

c. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daeah dan retribusi daerah yang belum diterima kembali;

d. Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak daerah dan retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah;

e. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

f. Menghimpun, mengelola, mencatat data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah;

g. Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi;

h. Melakuakn hasil serta membuat daftar mengenai formulir surat pemberitahuan yang belum diterima kembali;

i. Melaksanakan pemberian perijinan bidang pemungutan pendapatan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j.   Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan;

(2) Seksi Penetapan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah ;

b. Melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang disetujui;

c. Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;

d. Melaksanakan penerimaan Surat Pemberitahuan pajak terhutang Pajak bumi dan Bangunan (SPPT PBB) beserta daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran pajak bumi dan bangunan (DHKP PBB) dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak serta mendistribusikan kepada wajib pajak dan kepala unit lain yang terkait;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program;

Bagian Keempat

Sub DinasPenagihan

Pasal 14

Sub Dinas Penagiahan mempunyai tugas melaksanakan penagihan mengenai pajak daerah /retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo , melayani keberatan dan permohonan banding serta menyampaiakn dan mengolah data sumber penerimaan data lainnya di luar pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 14, Sub Dinas Penagihan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentun yang berlaku;

b. Penyelenggraan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan kewenagannya;

c. Pengumpulan dan pengelolaan data sumber peneriman lainnya di luar pajak dan retribusi daerah;

Pasal 16

Sub Dinas Penagihan terdiri dari :

a. Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi;

b. Seksi Penagihan Pendapatan Lain-lain;

Pasal 17

(1) Seksi Penagihan Pajak dan Retribusi mempunyai tugas :

a. Menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;

b.  Menyiapkan pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan batas kewenangan;

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penagihan;

(2) Seksi Penagihan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas :

a. Menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat dan dokokumentasi yang berhubungan dengan penagihan Pendapatan lainnya;

b. Menyiapkan pelaksanaan penagihan Pendapatan Lain-lain sesuai dengan batas kewenangan.;

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penagihan;

Bagian Kelima

Sub Dinas Pembukuan

Pasal 18

Sub Dinas Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan mengenai realisasi penerimaan maupun tunggaan pajak daerah dan retribusi daerah , mengenai pengelolaan benda berharga serta pembukuan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh Diretorat Jendral pajak.

.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Sub Pembukuan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan /pembayaran/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah ke dalam Kartu Pengawasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) dan daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP);

b.  Penyelenggaraan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharaga ke dalam Kartu Persediaan benda Berharga;

c. Penyelenggaraan pelaporan realisasi penerimaan tunggakan pungutan/pembayaran /penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah, realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Pasal 20

Sub dinas Pembukuan terdiri dari :

a. Seksi Pembukuan Pajak dan Retribusi;

b. Seksi Pembukuan Pendapatan lain-lain;

Pasal 21

(1) Seksi Pembukuan Pajak dan Retribusi mempunyai tugas :

a. Mencatat dan menerima semua surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan;

b. Menerima dan mencatat semua surat –surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta surat-surat ketetapan pajak dan retribusi lainnya yang telah dibayar lunas;

c. Mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah , pajak bumi dan bangunan serta menghitung tunggakannya;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembukuan sesuai bidang tugasnya;

(2) Seksi Pembukuan Pendapatan lain-lain mempunyai tugas :

a. Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga dan bukti penerimaan benda berhrga;

b. Menerima dan mencatat bukti pengeluaran pengembalian benda berharga dan penerimaan uang hasil pemungutan benda berharga;

c. Mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah , pajak bumi dan bangunan serta menghitung tunggakannya;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pembukuan sesuai bidang tugasnya;

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar

Pasal 22

UPTD Pasar adalah unsure pelaksana teknis dinas di bidang pengelolaan pasar dan pada dinas Pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pasar, pemungutan dan penyetoran uang pasar, penerbitan , penyetoran, pengamanan dan kebersihan pasar, bimbingan dan pengawasan petugas pasar, tata usaha serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;

.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22 UPTD Pasar mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan pasar;

b. Penyelenggaraan kegiatan pemungutan dan penyetoran uang retribusi pasar;

c. Penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar;

d. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan para petugas pasar;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pasar;

f. Penyelenggaraan ketatausahaan; 

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus membantu kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan  keahliannya;
(2) Kelompok jabatan funsional terdiri dari sejumlah petugas dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
(3) Jumlah petugas jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Pembinaan terhabap petugas jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB III

URAIAN TUGAS

Pasal 25

Uraian tugas masing-masing Unit kerja diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Keputusan ini diadakan penyesuaian.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.










       Ditetapkan di Bantul










       Pada tanggal 8 Mei 2001











BUPATI BANTUL,










          M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 21 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,






A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 32 TAHUN 2001

